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ABSTRACT

This paper discusses the reasons, the opportunity and the use of power of India and Pakistan on the Kashmir conflict in the post-cold war. After the defeat of Pakistan in the 1971, was marked by the release of western Pakistan became an independent state, slowly the intensity of conflict between the two countries in the disputed Kashmir region decreased and began to enter the period of peace. Entering the end of 1989, emerging tensions over Kashmir region of India. The tension was triggered by the emergence of the anti-government movement of India. Basically this movement demanded that Kashmir be separated from the Indian government. These events bring back strain relations between India and Pakistan through the involvement of the two countries. Entering the year 1990 these tensions are intensifying. India anti-government movement began to develop towards the kidnappings and murders. Pakistan's government called the insurgency as a freedom/liberation movement and attempted to engage in such tensions by giving support to the liberation movements. While the Indian government called the insurgency as an act of terrorism and there is need to strengthen security forces in the Kashmir region in order to destroy the terrorists

Keywords: India, Pakistan,  Engagement, India Over Kashmir Uprising Movement, Liberation Movements, Terrorist

Tulisan ini membahas mengenai alasan, munculnya kesempatan serta penggunaan kekuatan India dan Pakistan pada konflik di wilayah Kashmir  pasca perang dingin. Setelah kekalahan Pakistan pada perang tahun 1971 ditandai dengan lepasnya Pakistan barat menjadi negara merdeka, perlahan intensitas konflik kedua negara di wilayah Kashmir berkurang dan mulai memasuki masa-masa damai. Memasuki akhir tahun 1989, muncul ketegangan di wilayah India over Kashmir. Ketegangan ini dipicu oleh munculnya gerakan anti pemerintah India. Pada dasarnya gerakan ini menuntut agar Kashmir dapat lepas dari pemerintahan India. Peristiwa ini memunculkan kembali ketegangan hubungan India dan Pakistan melalui keterlibatan kedua negara. Memasuki tahun 1990 ketegangan ini semakin meningkat intensitasnya. Gerakan anti pemerintah India mulai berkembang kearah aksi penculikan dan pembunuhan. Pemerintah Pakistan menyebut gerakan pemberontakan sebagai gerakan pembebasan dan berupaya untuk terlibat dalam ketegangan tersebut dengan memberi dukungan pada gerakan pembebasan. Sementara pemerintah India menyebut gerakan pemberontakan sebagai aksi terorisme serta berupaya memperkuat pasukan keamanan di wilayah Kashmir dengan tujuan untuk menghancurkan teroris.
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Kashmir telah menjadi wilayah sengketa antara Pakistan dan India sejak lama. Dua dari tiga peperangan besar yang pertama antara Pakistan dan India terjadi di wilayah Kashmir pada tahun 1947 dan 1965 (Chari 2007,15). Setelah Pakistan melakukan invasi militer pada tahun 1947, kedua pemimpin negara kemudian menyepakati resolusi mengenai batas wilayah Kashmir Cease Fire Line (CFL) pada Juni 1949 yang nantinya berkembang menjadi garis Line of Control (LoC) pada Agustus 1972 (Lyon 2008,184&193). Pada dasarnya garis batas tersebut membagi dua wilayah Kashmir yakni Pakistan Over Kashmir (PoK) dan India Over Kashmir (IoK) (Bose 2007,155). Seringkali ketegangan antara militer Pakistan dan India terjadi di sepanjang garis Line of Control (Kreisberg 1999,140). Namun perdamaian mulai dirasakan masyarakat Kashmir sejak awal tahun 1980(Chari 2007,17).

Di masa berakhirnya Perang Dingin, ketegangan muncul dan meningkat intensitasnya di wilayah Kashmir (Schofield 2003,143). Peristiwa penculikan Rubaiya Sayeed, putri menteri dalam negeri India Mufti Mohammad Sayeed di era V.P Singh Desember 1989, menjadi simbol dimulainya aksi gerakan pemberontakan (Schofield 2003,146). Penculikan ini dilakukan oleh kelompok pemberontak Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF). Kelompok ini merupakan kelompok relijius Islam yang menuntut kemerdekaan wilayah Kashmir (Ganguly 1998, 5).

Memasuki tahun 1990, ketegangan di wilayah Kashmir menjadi lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Muncul beberapa kelompok pemberontak diantaranya adalah Al Barq, Al Fateh, Shabir Shah’s people league, Al Jehad, Hizb-ul Mujahideen diwilayah Kashmir (Schofield 2003,147). Pada dasarnya kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yakni ingin lepas dari pemerintahan India (jammu-Kashmir.com/basicfacts... 2012). Namun perbedaannya, beberapa diantaranya seperti JKLF menyatakan mewakili keinginan rakyat Kashmir untuk membentuk negara merdeka. Sementara yang lain contohnya Hizb-ul Mujahideen menyatakan keinginan rakyat Kashmir bergabung dengan Pakistan. Aksi kekerasan terjadi baik pembunuhan, pemboman, serangan terhadap bangunan sipil atau pemerintah, penculikan serta kasus kejahatan lain (news.bbc.uk/2/hi... 2012). Ketegangan ini memulai kembali konfrontasi antara Pakistan dan India di wilayah Kashmir yang selama beberapa tahun mereda. 

KEPENTINGAN GEOPOLITIK PAKISTAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN MELALUI STRATEGI PEMBELAAN NILAI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KASHMIR

Sejak awal kemerdekaan Pakistan telah berupaya untuk menguasai wilayah Kashmir. Setelah terciptanya garis Line of Control tahun 1965, Pakistan baru berhasil menguasai sebagian besar dataran tinggi Gilgit-baltistan dan sebagian kecil wilayah lembah Jammu-Kashmir. Wilayah  India over Kashmir menawarkan potensi geopolitik bagi Pakistan. Heartland advantage yang dapat diperoleh jika Pakistan mampu menguasai  India over Kashmir diantaranya adalah wilayah, sumber daya air, sumber daya hutan serta populasi muslim.  India over Kashmir merupakan wilayah seluas 101.437 hektar (IDSA 2011,47). Diantara enam aliran sungai yang melewati wilayah Pakistan, lima sumber air berada di wilayah  India over Kashmir. Kelima sungai tersebut adalah Saltuj, Beas, Chenab, Ravi dan Jhelum. Sementara sungai Indus sepanjang 3.180 kilometer, bersumber di wilayah Tibet, mengalir melewati wilayah Kashmir, baru kemudian melewati wilayah Pakistan (Rashid 2003,1).

Baik India maupun Pakistan sangat berminat untuk mengeskploitasi sumber daya air di wilayah Kashmir. Akibatnya sering muncul konflik diantara kedua negara terkait isu sumber daya air. Sumberdaya air mendukung wilayah  India over Kashmir yang subur dan padat penduduk. Air di wilayah  India over Kashmir menunjang sumber daya hutan. Wilayah  India over Kashmir memiliki hutan yang luas dan lebat. Hutan menyediakan kayu serta bahan bakar. Sehingga dari sinergi sumberdaya alam dan kepadatan penduduk dimungkinkan pengembangan sektor Industri dan pertanian dan peternakan (Raina 2002, 7-15). Keinginan Pakistan untuk mendapatkan potensi-potensi tersebut diperkuat dengan kondisi domestik Pakistan sejak akhir tahun 1980an. Pakistan mencatat peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Peningkatan ini sudah dirasakan sejak masa Perang Dingin hingga setelah berakhirnya Perang Dingin. 

Diagram Sensus penduduk Pakistan 1901-2001
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Sumber : Joshi  et al. 2003.

Dari tabel diatas diperoleh data, sejak tahun 1981 telah terjadi pengingkatan jumlah penduduk yang cukup tajam. Besaran peningkatan pertumbuhan penduduk mencapai 3% setiap tahunnya. Kondisi ini berlanjut ditahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1991, pertumbuhan penduduk Pakistan masih cukup tinggi yakni 3% pertahun. Sementara estimasi jumlah penduduk pada tahun 1994 sebesar 129 juta penduduk dan menempatkan Pakistan menjadi negara terpadat ke-9 di dunia (Blood 1995, 11). Pertumbuhan ini terbilang cukup tinggi diantara negara-negara di dunia.  Kondisi ini kemudian memberikan gambaran tentang ledakan penduduk bahkan sejak tahun 1980an. 

Krisis ledakan penduduk juga terbentur dengan masalah penggunaan lahan di wilayah Pakistan. Pertama adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Pakistan dapat dibedakan kedalam tiga area geografis yakni Northern Area, wilayah sungai Indus, termasuk Punjab dan Sindh, serta Balochistan Plateau (dataran tinggi Balochistan) (Blood 1995, 74). Dari ketiga area tersebut, Northern Area merupakan wilayah yang sulit untuk dikembangkan sebagai wilayah kependudukan. Hal ini mengakibatkan kepadatan penduduk pada beberapa wilayah tertentu dan berimplikasi pada sektor lain termasuk ekonomi. 

Kondisi domestik selanjutnya adalah, dari estimasi luas wilayah Pakistan 796.095 kilometer persegi termasuk wilayah PoK yakni Azad Jammu Kashmir dan Gilgit Baltistan, sekitar 60% merupakan wilayah yang tidak dapat digunakan untuk sektor perhutanan maupun agrikultur. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah tersebut berupa gurun, pegunungan atau digunakan sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1993, sektor agrikultur menyokong aktifitas perekonomian terbesar di Pakistan dan menyumbang sekitar 25% dari GDP serta menyerap sekitar 48% pekerja (Blood 1995, 145-150). Dari sekian lahan pertanian yang tersebar di wilayah Pakistan, mayoritas pertanian terpusat di wilayah irigasi Sungai Indus dan sekitarnya. Sekitar 70% dari lahan pertanian terletak di wilayah Punjab. Sementara dengan ledakan penduduk, kebutuhan akan produk agrikultur meningkat. Krisis kependudukan ini kemudian memunculkan kompleksitas. Hal ini menandakan munculnya kebutuhan akan wilayah yang tidak hanya lebih luas tetapi juga strategis. 

Wilayah sengketa  India over Kashmir merupakan wilayah yang strategis bagi Pakistan. Aliran air yang bersumber di wilayah  India over Kashmir merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat Kashmir. Pakistan membutuhkan debit air untuk mengimbangi krisis ledakan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak debit air yang dibutuhkan Pakistan. Disamping itu debit air juga dibutuhkan untuk sistem irigasi. Sementara kemampuan Pakistan dalam mengontrol debit air terbatasi oleh penguasaan India terhadap wilayah sumber air Kashmir. India mampu mengurangi jumlah debit air dengan menutup aliran air. India juga mampu membangun proyek-proyek dam yang dapat merusak biota alami disepanjang sungai.

Aksi protes menentang kebijakan pemerintah India oleh masyarakat Kashmir tidak begitu saja muncul dan meningkat. Sejarah pelanggaran nilai demokrasi dapat dilihat kembali sejak beberapa tahun setelah Kashmir masuk kedalam wilayah India melalui aksesi pada tahun 1947. Awalnya Kashmir merupakan negara merdeka yang memutuskan untuk tetap independen dengan menolak untuk bergabung dengan India maupun Pakistan. Namun  invasi besar-besaran menentang pemerintah Kashmir yang dilancarkan oleh penduduk asli mendesak pemimpin Kashmir untuk meminta bantuan India dan menyetujui aksesi oleh India (Schofield 2003,55). Pakistan menyatakan aksesi India terhadap wilayah Kashmir mencederai keinginan masyarakat Kashmir yang menginginkan Kashmir bergabung dengan Pakistan. Pakistan menolak klaim serangan dilakukan oleh Pakistan serta menuding invasi yang dilakukan oleh penduduk asli menyuarakan keinginan masyarakat Kashmir untuk bergabung dengan Pakistan. Pakistan juga meragukan legalitas dokumen aksesi bertandatangan (Schofield 2003,56-60). Pakistan menuding, pemerintah Kashmir mendapat tekanan dalam penandatanganan dokumen aksesi (Schofield 2003,71-72). Terlepas dari simpangsiur legalitas aksesi, sejak saat itu India menempatkan hukum dan militernya di wilayah Kashmir.

Beberapa tahun kemudian India menyetujui untuk memberi status khusus kepada Khasmir melalui perjanjian Delhi Agreement artikel 370 pada Juli 1952(Schofield 2003,80). Beberapa isu yang dibahas dalam artikel 370 Delhi Agreement adalah Kashmir dipersilahkan memiliki benderanya sendiri, namun bendera India tetap merupakan yang utama. Rakyat Khasmir akan menjadi rakyat India. Presiden India merupakan kepala negara tertinggi negara India termasuk Khasmir. Gubernur Khasmir (sadar-i-riyasat) akan dipilih melalui badan legislatif dengan persetujuan presiden (Schofield 2003,80).

Namun terdapat ketidakharmonisan hubungan antara India dengan Khasmir. Pemerintah India menaruh kecurigaan terhadap Khasmir terkait hak khusus yang diberikan serta hubungan pemerintah Kashmir dengan Pakistan. Lepasnya wilayah Khasmir menjadi negara merdeka atau masuknya wilayah Khasmir kedalam Pakistan merupakan hal yang tidak diinginkan India. Kecurigaan India memicu pemerintah India beberapa kali secara sepihak mengambil penuh kontrol pemerintahan Khasmir dengan melanggar perjanjian Delhi Agreement maupun mensiasati perjanjian tersebut. Pakistan menyadari munculnya ketegangan di wilayah Kashmir memberi kesempatan bagi Pakistan untuk membalas hilangnya Pakistan timur pada tahun 1971. Meski pelanggaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia terjadi di wilayah  India over Kashmir, tidak menjadikan setiap negara dapat turut campur, memanfaatkan situasi dan berkesempatan mendapatkan kepentingan nasionalnya. Diantara negara-negara tetangga India, Pakistan merupakan negara yang paling berkesempatan dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui keterlibatan kembali dalam isu Kashmir. 

Dukungan masyarakat dalam negeri Pakistan dan masyarakat Kashmir menjadi potensi pertama bagi Pakistan untuk kembali terlibat dalam isu Kashmir. Dukungan masyarakat Pakistan melegitimasi kebijakan pemerintah Pakistan untuk menyatakan dukungannya pada penyelesaian isu Kashmir. Potensi kedua adalah persamaan identitas. Pada dasarnya masyarakat Pakistan dan Kashmir memiliki kesamaan identitas Islam. Pakistan memiliki persamaan identitas baik dengan mayoritas masyarakat Kashmir maupun militansi. Potensi ini dikembangkan melalui dukungan dengan menekankan pada eksistensi keterikatan antara Pakistan dengan masyarakat  India over Kashmir.

Pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada di wilayah  India over Kashmir memberi kesempatan bagi Pakistan untuk kembali terlibat. Dengan melihat latar belakang munculnya ketegangan adalah pelanggaran nilai demokrasi, maka Pakistan dapat terlibat melalui dukungan terhadap pembelaan nilai-nilai demokrasi. Beberapa pengamat menganalisis tujuan Pakistan adalah memperlemah kondisi domestik India di wilayah Kashmir (Agha 2001, 25). Dengan memperlemah kondisi domestik  India over Kashmir Pakistan mampu mengurangi sebagian pengaruh India di wilayah Kashmir (Gangguly,1998:6).

Pakistan menyadari keterlibatan Pakistan dalam mendukung gerakan anti-India, tidak kemudian memberi jaminan  India over Kashmir akan bergabung dengan Pakistan. Terdapat dua gelombang tuntutan yang berbeda diantara masyarakat Kashmir. Sebagian diantaranya menuntut untuk bergabung dengan Pakistan. Beberapa diantaranya menuntut untuk menjadi negara merdeka. Melalui strategi dukungan terhadap pembelaan demokrasi, Pakistan berusaha memperkuat dukungan masyarakat  India over Kashmir untuk bergabung dengan Pakistan. Atau setidaknya jika  India over Kashmir lepas dari wilayah India, hal ini akan mengubah peta hubungan regional di Asia Selatan. Secara sederhana, strategi yang digunakan adalah dengan mengubah proses pembelaan nilai-nilai demokrasi menjadi menguntungkan bagi Pakistan. 

Kebijakan Pakistan yang pertama adalah secara bertahap Pakistan mulai menyatakan dukungan nyata kepada masyarakat dan pemberontak Kashmir. Propaganda anti-India mulai marak di Pakistan dan PoK sejak tahun 1990 (Schofield 2003,149).

Tabel: Tujuan dan Fungsi Strategis dukungan pemerintah Pakistan terhadap masyarakat dan pejuang pembebasan Kashmir

	Kebijakan
	Tujuan
	Fungsi Strategis

	Dukungan terhadap masyarakat dan pejuang pembebasan Kashmir
	Memberi semangat masyarakat dan pejuang pembebasan
	Mempertahankan ketegangan

	
	Meraih simpati masyarakat dan pejuang pembebasan
	Mendapat suara populer ketika diselenggarakan voting

	
	Legitimasi keterikatan
	Mendapat suara populer ketika diselenggarakan voting

	
	Legitimasi Pelanggaran
	Internasionalisasi isu Kashmir


Sumber: Ilustrasi Pribadi

Dukungan dari Pakistan memiliki beberapa tujuan dan fungsi strategis dalam menunjang strategi pembelaan nilai-nilai demokrasi. Tujuan yang pertama adalah untuk memberi semangat kepada masyarakat dan pejuang pembebasan dalam memperjuangkan pembelaan nilai demokrasi. 

Kebijakan Pakistan yang kedua, terkait dengan banyaknya pengungsi dari wilayah IoK ke wilayah PoK akibat meningkatnya ketegangan di wilayah Kashmir, secara resmi Pakistan menyediakan lahan serta perkemahan (camp) bagi pengungsi IoK yang merasa tertekan oleh pemerintahan India. Pakistan mempersilahkan pengungsi untuk menyeberang ke PoK dan tinggal di camp tersebut. Pada Januari 1990, pemerintah mengumumkan pendistribusian lahan di wilayah Sindh seluas 350.000 hektar. Tindakan ini kembali dilanjutkan pada Februari 1993 dengan menambah lahan seluas 4.000 hektar(Lyon 2008,223-231). Beberapa pihak meyakini, kebijakan Pakistan tidak hanya menyediakan lahan dan camp untuk pengungsi semata. Namun, Pakistan juga menggunakan camp di wilayah Pakistan sebagai tempat merekrut militan, melatih serta mempersenjatai militan untuk menjadi pemberontak. 

Pemerintah India misalnya, meyakini hal ini setelah intelejen India mengetahui dan melaporkan kepada pemerintah India mengenai eksistensi lebih dari 46 camp yang digunakan sebagai fasilitas latihan militer disepanjang wilayah Azad Kashmir pada Ferbruari 1990 (Schofield 2003,155). Sementara pada Juni 1990, dikutip dari artikelnya dalam majalah Financial Times disepanjang Azad Kashmir jurnalis David Housego menyatakan, melihat camp pemerintah Pakistan. Namun camp-camp tersebut tidak berisi pengungsi seperti layaknya camp pengungsi. Di sana tidak ada wanita, anak-anak maupun orang tua. Mayoritas merupakan pemuda yang datang dari berbagai wilayah Kashmir yang berbeda dan dengan semangat yang tinggi. Mereka mengaku sebagai pengungsi, namun atribut yang bertebaran menandakan mereka merupakan anggota Hizb-ul Mujaheddin (Schofield 2003,155).

Tabel: Tujuan dan Fungsi Strategis kebijakan pemerintah Pakistan terkait pembagian lahan serta pelatihan militer bagi pejuang pembebasan Kashmir

	Kebijakan
	Tujuan
	Fungsi Strategis

	Penyediaan lahan bagi pengungsi
	Meraih simpati masyarakat dan pejuang pembebasan
	Rekrutmen militansi

	Pelatihan militer bagi militan
	Membentuk pasukan jihad


	-Kembali merekrut militansi

-Memperlemah kondisi domestik Kashmir-India

-Mempertahankan ketegangan

-Memancing India untuk bertindak represif

-Memperkuat kelompok pembebasan pendukung Pakistan

-Berfungsi sebagai kelompok politik

	Mempersenjatai militan
	
	

	Menyusupkan militan
	
	


Sumber: Ilustrasi Pribadi

Untuk mendapatkan simpati masyarakat Kashmir, bantuan dalam bentuk apapun menjadi sangat berharga. Setelah pernyataan dukungan secara resmi, Pakistan mengeluarkan kebijakan untuk membuka lahan serta perkemahan bagi pengungsi. Kebijakan ini juga mempermudah bagi Pakistan untuk merekrut militansi. Militan kemudian diikutkan kedalam pelatihan militer dan dipersenjatai menjadi kekuatan bagi Pakistan. Pakistan kemudian menyusupkan militansi pemberontak bersenjata ke wilayah  India over Kashmir. 

Serangkaian kebijakan ini bertujuan untuk membentuk pasukan Jihad bagi Pakistan. Meski tidak ada jumlah pasti, namun pemerintah India mengasumsikan pada tahun 1994, 119 dari 1.545 teroris terbunuh oleh militer India (Swami 2007,180). Pasukan jihad memiliki beberapa fungsi strategis bagi Pakistan. Pertama, berfungsi untuk kembali merekrut militan di wilayah  India over Kashmir. 

Kebijakan Pakistan yang keempat, menyikapi peristiwa meningkatnya ketegangan dan munculnya pemberontakan di wilayah Kashmir, Pakistan mengirim delegasi-delegasi kenegaraan untuk mendukung Pakistan dalam menyelesaikan isu Kashmir. Isu yang dimaksudkan oleh Pakistan adalah pelanggaran terhadap nilai demokrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan India di wilayah Kashmir. Menurut Pakistan, seharusnya India memberi kesempatan kepada masyarakat Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri apakah ingin bergabung dengan India, Pakistan atau menjadi negara merdeka. India tidak sepatutnya melanggar nilai demokrasi dan kemanusian di wilayah Kashmir. 

Pakistan juga meminta dukungan organisasi internasional United Nations (UN) untuk turut menyelesaikan isu Kashmir. Pada Februari 1993 Nawaz Sharif menyampaikan tuduhan pelanggaran terhadap HAM khususnya terhadap kaum Muslim di komisi hak asasi manusia UN di Genewa (Lyon 2008,194).

Internasionalisasi isu Kashmir merupakan bagian dari strategi untuk mendesak hubungan Internasional turut campur dalam konflik Kashmir. Pakistan berharap hubungan Internasional mendesak diselenggarakannya pemilihan umum bagi masyarakat Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemilihan umum ini merepresentasikan pembelaan terhadap nilai-nilai demokratis yang pada umumnya didengungkan pada abad 20. 

Beberapa keberhasilan yang dicapai diantaranya; Organisation of Islamic Countries (OIC) mengajukan agar India mendapat sanksi atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada Mei 1993, Partai Buruh di Inggris mengangkat isu Kashmir dan mendesak pemerintah Inggris untuk memberi tekanan pada India untuk memberi kesempatan self-determination pada rakyat Kashmir (Gangguly,1998:6).

KEPENTINGAN GEOPOLITIK INDIA DAN PENGGUNAAN KEKUATAN MELALUI STRATEGI COUNTER-TERRORISM DI WILAYAH KASHMIR

Kepentingan geopolitik India yang pertama adalah mencegah hilangnya keuntungan geopolitik India terhadap wilayah Kashmir. Artinya India tidak ingin kehilangan wilayah yang telah dikuasai dan dipertahankan sejak lama dengan percuma. Kashmir secara resmi bergabung dengan India setelah pimpinan Kashmir Maharaja Singh memutuskan bergabung dengan India. Sejak saat itu India menikmati keuntungan geopolitik wilayah Kashmir yang strategis. India juga telah terlibat dalam dua peperangan besar melawan Pakistan di wilayah Kashmir dan mampu mempertahankan wilayah India over Kashmir. Sehingga wajar kiranya India tidak dapat begitu saja melepaskan wilayah yang secara resmi telah menjadi wilayahnya.

Lepasnya wilayah kashmir merupakan suatu kerugian marchland advantage bagi India. Ketika Kashmir menjadi negara merdeka, Kashmir akan menjadi wilayah perebutan perluasan pengaruh antara India, Pakistan dan China. Hal yang perlu diingat adalah China telah melebarkan kekuasaan hingga ke wilayah Tibet dan mengalahkan India pada peperangan tahun 1965. Perbatasan India sudah rawan dengan dikuasainya wilayah Tibet oleh China (Jones 2006,24). Akan menjadi lebih rawan lagi jika China mampu melebarkan pengaruhnya hingga wilayah Kashmir yang merdeka. Situasi kedua yang mungkin terjadi adalah masuknya wilayah Kashmir kedalam wilayah Pakistan. Hal ini juga tidak diinginkan oleh India. India telah terlibat konflik perbatasan melawan Pakistan sepanjang waktu. Kekalahan India dari Pakistan disusul hilangnya kontrol terhadap sebagian wilayah Kashmir telah membentuk dan membatasi ruang strategis bagi India (Ingersol et al. 2008,40). Hal yang perlu dicatat adalah kepentingan India dalam membendung kebijakan String of Pearls China. Jika India over Kashmir masuk menjadi wilayah Pakistan, perbatasan India akan semakin terbatasi dan terkurung diantara Pakistan dan China.

Selain kepentingan India dalam mempertahankan kepentingan geopolitiknya di wilayah Kashmir, wilayah Kashmir sendiri memiliki potensi geopolitik yang menarik bagi India dan patut untuk dipertahankan. India menguasai sebagian besar wilayah lembah Jammu-Kashmir. Seperti halnya Pakistan, air menjadi sumber daya yang penting dan sangat dibutuhkan. Di wilayah India over Kashmir selain sungai Indus, masih ditambah lagi dengan lima sumber air yang mengairi sungai-sungai di wilayah Kashmir. 

Diagram 3.1 : Potensi Hydroelectric di Wilayah India over Kashmir
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Sumber: Government of Jammu & Kashmir, 2011.

Tabel diatas menggambarkan potensi hydroelectric yang bisa dimanfaatkan di wilayah India over Kashmir. Pembangunan hydroelectric di sepanjang aliran sungai Chenab berpotensi menghasilkan sumberdaya energi paling tinggi mencapai 10.360 MWs, disusul pembangunan di sepanjang aliran sungai Jehlum mencapai 3560 MWs, Sungai Indus sebesar 2060 MWs, Ravi sebesar 500 MWs. Proyek hydropower ini sangat berpotensi terutama untuk mendorong sektor sosial ekonomi di wilayah Kashmir. Rencana pembangunan jangka panjang ini diperkirakan berpotensi memenuhi kebutuhan suplai energi India. Lebih lanjut pengembangan teknologi ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan energi Pakistan serta menimbulkan ketergantungan energi bagi Pakistan.

Selama upaya meredam ketegangan, India menyadari ketegangan tidak hanya bersumber dari gerakan protes masyarakat Kashmir. India merasa Pakistan terlibat dalam meningkatnya intensitas ketegangan di wilayah Kashmir (Agha 2001,25). India menuduh Pakistan terlibat dalam menciptakan ketidakstabilan di wilayah Kashmir. Seperti dinyatakan pemerintah India di awal tahun 1990 bahwa perlu bagi India mempersiapkan diri secara psikologis untuk berperang melawan Pakistan setelah diketahui terdapat 10.000 pemuda Kashmir pergi ke wilayah Pakistan untuk menjalani pelatihan militer (Schofield 2003). Sementara Jagmohan yang menjabat gubernur India over Kashmir ketika itu mendiskripsikan situasi yang terjadi sebagai propaganda missiles (Schofield 2003). Beberapa bulan berikutnya, Jagmohan kembali menyampaikan pernyataan terkait terorisme lintas batas negara yang berasal dari Pakistan. “Obviously, i could not walk barefoot in the valley full of scorpions-the valley wherein inner and outer forces of terrorism had conspired to subvert the union(Indian union) and to seize power...” (Schofield 2003, 154).

Dengan aksi protes masyarakat ditambah serangan-serangan teror, keadaan Kashmir semakin memburuk dari hari kehari. Uraian diatas menggambarkan dilema yang dihadapi pemerintah India. Pemerintah India tidak hanya berhadapan dengan aksi protes masyarakat Kashmir terhadap kebijakan pemerintah India. India juga harus berhadapan dengan militansi yang disusupkan melintas batas Line of Control dari wilayah Pakistan. Menghadapi situasi ini, pemerintah India kemudian menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 

Pada Januari 1990, pemerintah India kemudian menunjuk Jagmohan sebagai gubernur India over Kashmir. Dengan dukungan pemerintah India, strategi Jagmohan adalah memiliterisasi India over Kashmir (Schofield 2003,150). Polisi lokal diperkuat dengan sejumlah besar pasukan Central Reserve Police Force (CRPF) yang merupakan pasukan paramiliter negara (Schofield 2003,150). Menurut sumber tidak resmi, estimasi jumlah pasukan gabungan yang ditempatkan mencapai 100.000 personil dalam kurun waktu 6 minggu(Schofield 2003,150). 

Jagmohan secara resmi menyampaikan pernyataan dalam memandang ketegangan yang terjadi, “...I must equip myself to face all eventualities. I could leave nothing to chance. A slight slip of error would mean a Tianamen Square or a Blue Star or a formal declaration of a new theocratic state with all its international embarassment....”. Melalui pernyataan tersebut, Jagmohan menegaskan akan menumpas segala bentuk pemberontakan maupun terorisme. Selain itu, dalam pernyataan tersebut seakan menegaskan bahwa pemerintah India sedang berada dalam kondisi waspada terhadap segala bentuk skenario pengambilalihan kekuasaan wilayah Kashmir oleh negara lain. India juga berusaha mempertahankan India over Kashmir dari kemungkinan untuk memerdekakan diri. 

Terdapat beberapa faktor yang melegitimasi pengambilan kebijakan ini. Pertama, India melihat pelaku aksi teror merupakan militansi yang memiliki ideologi agama Islam. Hal ini didukung dengan demografi mayoritas penduduk Kashmir yang beragama Islam. Selain itu dilihat dari karakteristik kelompok kepetingan yang muncul, mayoritas kelompok berideologi islam. Bahkan JKLF yang menuntut kemerdekaan Kashmir berupaya untuk membangun negara Kashmir berlandaskan ideologi islam. Hal ini berimplikasi pada penyebaran ideologi lebih mudah serta sulitnya identifikasi antara militansi dengan non-militansi. 

Seperti diungkap Brigadier Arjun Ray pada tahun 1995 menyatakan “pada dasarnya tujuan prajurit adalah untuk membunuh atau menangkap, menang atau kalah, prajurit tersebut harus menggunakan kekuatan maksimal. Namun menghadapi situasi Kashmir berbeda. Mereka kesulitan dalam melakukan identifikasi musuh. Karena mereka harus melawan masyarakat mereka sendiri yang mengangkat senjata melawan mereka. Sehingga meskipun kita dapat memenangkan pertempuran, namun kita dapat kalah dalam perang” (Schofield 2003,168).

Efek dilema keamanan di wilayah India over Kashmir memancing sejumlah kesalahan selama penerapan kebijakan meredam ketegangan. Beberapa kesalahan tersebut diantaranya tindakan represif terhadap penduduk sipil non-teroris dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat memancing perhatian hubungan internasional untuk kemudian turut campur dalam penyelesaian masalah Kashmir. Pemerintah India tentu khawatir jika hubungan internasional turut campur dalam penyelesaian isu Kashmir. Alasan kekhawatiran tersebut adalah posisi diplomasi India yang lemah pasca Perang Dingin. 

Selama masa Perang Dingin, India memiliki kedekatan hubungan dengan Uni Soviet sementara Pakistan memiliki kedekatan hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu. Selain sebagai negara pemenang perang, Amerika Serikat juga mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh India selama meredam ketegangan dapat menjadi bumerang bagi India yang berujung pada hilangnya wilayah India over Kashmir. Kekhawatiran India bukanlah tanpa dasar. India telah melihat upaya-upaya Pakistan dalam menginternasionalisasi isu Kashmir. Selain itu, upaya dalam menarik perhatian internasional juga merupakan bagian dari strategi militan. 

Sehingga pemerintah India mengambil kebijakan untuk mengisolasi wilayah Kashmir dari media Internasional. Sejak peristiwa peliputan penembakan demonstran di jembatan Gawakadal pada januari India kemudian melarang peliputan oleh reporter asing terhadap konflik Kashmir.

Penulis berasumsi pemerintah India sesungguhnya berupaya memperbaiki kesalahan dalam pelanggaran terhadap nilai demokrasi. Namun hal ini tidak dapat dilakukan di awal tahun 1990 saat gerakan anti pemerintah meningkat intensitasnya. Sehingga pemerintah India menggunakan kebijakan memerangi teroris sekaligus menekan masyarakat Kashmir untuk menghentikan aksi anti pemerintah India. Setelah ketegangan di wilayah Kashmir sedikit mereda, India berupaya untuk memastikan agar India over Kashmir tidak lepas dari wilayah India. Perhatian pemerintah India tertuju pada perbaikan kesalahan selama meredam ketegangan di wilayah Kashmir. 

Upaya ini telah dilakukan sejak Juli 1993 melalui pernyataan Rajesh Pilot, menteri keamanan dalam negri pemerintah India, bahwa pemerintah akan mulai menghormati hak asasi manusia sebagai bentuk upaya menekan perkembangan gerakan separatis(Schofield 2003,163). Pemerintah juga membuka jalur komunikasi dengan militansi yang disebut pemerintah India sebagai misguided youth(Schofield 2003). Pemerintah juga membuka jalur politik dan mengajak masyarakat untuk memasuki jalur politik agar militansi mencoba memasuki jalur politik dan meninggalkan jalur kekerasan(Schofield 2003). Penulis berasumsi pernyataan ini menjadi titik awal perubahan kebijakan pemerintah India dari yang awalnya berupaya untuk menumpas aksi terorisme kearah pencegahan meluasnya aksi terorisme meskipun perubahan arah kebijakan telah terlihat sejak 1992. Seperti yang diungkap gubernur Saxena pada 1992 bahwa upaya pemerintah India dalam mengontrol situasi Kashmir mulai menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan perkembangan situasi kondisi yang lebih baik dari awal tahun 1990-1991(Schofield 2003,159).

Penulis berasumsi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil penerapan kebijakan yang positif. Pertama, penduduk sipil mulai jenuh dengan konflik yang terjadi. Hal ini disebabkan penduduk sipil tidak hanya mendapatkan tekanan dari pemerintah, namun juga mendapatkan tekanan dari militansi. Situasi konflik yang terjadi di wilayah Kashmir mulai bergeser dari yang awalnya masyarakat Kashmir dibantu cross-border terrorism melawan pasukan keamanan pemerintah India, menjadi hanya cross-border terrorism melawan pasukan keamanan pemerintah India. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya kekuatan militer JKLF secara bertahap digantikan dengan berkembangnya organisasi Hizb-ul Mujaheddin (Schofield 2003,174). Berkurangnya dukungan penduduk sipil juga dibuktikan dari ungkapan pemerintah India bahwa aksi yang dilakukan oleh militansi cenderung didasari oleh kepentingan untuk mendapat insentif(Schofield 2003). Organisasi politik yang berkembang di Kashmir juga mulai mencoba memasuki jalur politik dalam memperjuangkan kepentingan politik sebagai hasil positif dari kebijakan pemerintah India. Pada Februari 1993 20 partai politik menggabungkan diri dalam payung organisasi yang disebut All Parties Hurriyat Conference (APHC) (Kronstadt 2011,62).

Kesimpulan

Melihat bahwa India over Kashmir masih menjadi bagian dari India hingga saat ini menunjukkan keberhasilan penggunaan kekuatan oleh India melalui strategi counter-terrorism. Dalam kaitannya dengan situasi Kashmir, pemerintah India juga memperbaiki posisi India pada hubungan Internasional. Pemerintah India berupaya membuka mata dunia internasional dengan mempertahankan pernyataan bahwa pemerintah India sedang bertahan melawan cross-border terrorism. Pemerintah India juga menginternasionalisasi perubahan kebijakan yang dilakukan pada dunia internasional. Hal-hal yang dilakukan diantaranya pemerintah India mencabut larangan peliputan media internasional (Schofield 2003). Pemerintah India juga mengijinkan organisasi internasional serta diplomat untuk bertemu langsung dengan militan. Pada bulan Agustus 1994, perdana mentri Narashima Rao menyatakan untuk melakukan normalisasi ketegangan melalui proses politik (Schofield 2003,166). Sementara ketegangan semakin mereda, pemerintah India mulai melepas beberapa aktivis politik penting yang selama ini dipenjara (Schofield 2003). Pemerintah India juga menggulirkan kemungkinan pemilihan umum untuk menentukan nasib Kashmir. Seperti diutarakan gubernur Krishna Rao pada April 1995 “Let those who claim to represent the people, demonstrate their support in the election, without the use of the gun” (Schofield 2003,167).

Dalam penelitian ini peneliti merasa kurang dapat memberikan bukti berupa data yang lebih lengkap terkait dengan masalah penyusupan teroris oleh Pakistan. Beberapa faktor juga luput dari pembahasan diantaranya pengaruh kehancuran ekonomi India diawal tahun 1990 serta pengaruh reformasi ekonomi India terhadap konflik Kashmir. Namun selama proses penelitian, peneliti mendapat temuan lain yang mungkin terkait tapi tidak dibahas dalam penelitian ini karena berada di luar lingkup penelitian serta memunculkan pertanyaan dan analisis yang lebih dalam. Pertama mengapa strategi pembelaan terhadap pelanggaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dilakukan Pakistan gagal dalam melepaskan Kashmir dari India. Serta bagaimana kebijakan India dalam menghancurkan terorisme yang dilakukan sekaligus dengan menekan aksi pemberontakan dengan melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia justru mampu mempertahankan wilayah India over Kashmir. Kedua, bagaimana pengaruh tindakan Amerika Serikat yang melepaskan dukungannya dari Pakistan terhadap kegagalan strategi Pakistan. Ketiga bagaimana pengaruh rendahnya tekanan hubungan internasional terhadap penegakan nilai demokrasi dan hak asasi manusia terhadap kesuksesan penerapan strategi India. Semoga dalam penelitian berikutnya kekurangan, temuan serta pertanyaan tersebut dapat dilengkapi dan dianalisis lebih dalam. 
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